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ANALISIS ISU PENDIDIKAN DI DALAM PEMILU 2004
(Analisis terhadap Platform dan Kampanye Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2004)

Arifin Rahman, Tauran, Prasetyo I
* Dosen Fakultas Ilmu Sosial Unesa

Abstract: The objective of this research is to identify the issues taken up by political parties during the
election period; to analyze the position of educational issues in the campaign; and to analyze the
educational dimensions which were chosen as issues for the political parties’ platform and campaign
during the 2004 election. The value of this research is to determine the attitude of political parties
towards educational issue and also to build an overview of the commitment and capability of political
parties in carrying out their function as media for aggregation, articulation and political educational
for the masses. This research is focused on the legislative election in 2004 and the subject of this
research is six political parties, i.e. Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS and PAN. The data were gathered
from relevant party documents such as profiles, articles of association, party platform, programs and
others. Meanwhile, the data on the political promises made during the campaign were collected from
the daily Kompas and weekly Tempo. The data were then analyzed using content analysis and
textual analysis.

This research comes to the conclusion that: (1) the issues chosen by political parties during their
campaign for the 2004 legislative election is heterogeneous and can be categorized into the following
groups of topics: politics and governance, economy, social-cultural, health, agriculture and environ-
ment, law and education. (2) Education is one of the important issues for the political parties’ platform
and campaign. (3) The educational dimensions chosen by the political parties as issues in their plat-
form and campaign can be categorized into the following dimensions: expanded and more equitable
distribution of the opportunities to obtain quality education; improvement of the capability and
assurance for the welfare of educators; reinvigoration and strengthening of education system;, public
participation in education; and educational budget. However, most parties did not explain in detail
their strategy for achieving those objectives and how to measure the success in achievement. (4) most
political parties had not carried out their function optimally, since these parties still showed the
tendency to use the election as show of force rather than a chance to disclose their political platform.

This research proposes the following recommendations: (1) political parties need to improve political
education that they are communicating to the masses by using campaign as an opportunity to disclose
their political platform, (2) Further studies should be conducted to investigate the methods used by
political parties in formulating their political platform. This is important to understand the way
political parties aggregate and articulate the aspiration of the masses.

Kata Kunci: isu-isu pendidikan, partai politik, pemilihan untum

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Pada masa pemilu, dengan berbagai cara
partai politik akan berupaya mendapatkan
dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat.
Diantaranya menawarkan program-program
dan janji politik dari platform yang mereka
buat. Sebagaimana dinyatakan Putra (2004)
bahwa pada masa pemilu partai politik akan
memilih isu-isu publik dan mengeluarkan
janji-janji politik untuk merebut hati rakyat.
Secara normatif, isu dan program yang
ditawarkan partai politik pada saat pemilu
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merupakan cermin sikap politik partai yang
akan diperjuangkan. Namun secara empirik
hal tersebut masih terbuka untuk diper-
debatkan.

Salah satu isu penting yang seringkali
menjadi komoditas pemilu adalah isu
pendidikan (Sirozi,2005:17). Di Indonesia,
menguatnya pendidikan sebagai salah satu isu
politik dapat dilihat pasca keterpurukan
Indonesia akibat krisis pada akhir 1990-an.
Momentumnya adalah ketika dimuatnya
ketentuan alokasi anggaran pendidikan
sebesar 20% dari total belanja APBN/APBD
dalam amandemen keempat UUD 1945 dan
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UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Keterpurukan Indonesia,
yang pada tahun 2004 peringkat Human De-
velopment Indeksnya berada pada posisi ke-
111, dianggap bersumber dari kurangnya
perhatian pemerintah terhadap bidang
pendidikan. Tercatat, bahwa diantara negara-
negara Asean lainnya, Indonesia adalah negara
yang paling kecil dalam mengalokasi-kan
anggaran belanja untuk sektor pendidikan.

Empat tahun sejak ditetapkannya
alokasi anggaran minimal bidang pendidikan
di dalam konstitusi, implementasinya masih
menemui kendala. Sebagian kalangan
meragukan komitmen elit politik baik di
eksekutif maupun di DPR di dalam
merealisasikan amanat tersebut. Menurut
pendekatan pluralis dalam studi kebijakan
publik (Parson,2003:137-147) fenomena belum
terimplementasikannva amanat konstitusi
terhadap bidang pendidikan dapat dijelaskan
dengan menelusuri sikap politik berbagai
kelompok yang terlibat di dalam proses
pembuatan kebijakan APBN. Aktor yang
dominan dalam hal ini adalah partai politik.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka
analisis terhadap sikap dan pilihan isu yang
diangkat partai politik menjadi relevan untuk
dikaji. Pentingnya kajian ini adalah untuk
mendapatkan pemahaman tentang sikap dan
prioritas pilihan isu dari partai politik di dalam
merespon isu-isu yang berkembang di masya-
rakat, utamanya pendidikan. Lebih luas,
penelitian ini diperiukan untuk mendapatkan
gambaran terhadap kemampuan partai politik
di dalam menjalankan fungsinya sebagai me-
dia agregasi dan artikulasi kepentingan
rakyat, serta sebagai media pendidikan politik
bagi rakyat.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian ini adalah isu-isu apa yang dipilih
partai politik pada masa kampanye pemilu
legislatif 2004? Bagaimana posisi pendidikan di
dalam isu kampanye partai politik pada pada
pemilu 2004? Dimensi-dimensi apa dari isu
pendidikan yang dipilih partai politik di dalam
platform dan kampanye pada pemilu 20047
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3. Tujuan Penclitian

Penelitian ini bertujuan meng-
identifikasi isu-isu yang dipilih partai politik
pada masa kampanye pemilu legislatif 2004.
Penelitian ini juga akan menganalisis posisi
pendidikan di dalam isu kampanye partai
politik pada pemilu 2004. Selanjutnya
penelitian ini hendak menganalisis dimensi-
dimensi isu pendidikan yang dipilih partai
politik di dalam platform dan kampanye pada
pemilu 2004,

4. Manfaat Penelitian

Secara khusus penelitian ini akan meng-
hasilkan informasi tentang isu-isu yang dipilih
partai politik di dalam kampanye pemilu 2004;
informasi tentang posisi isu pendidikan di
dalam kampanye partai politik; informasi
tentang dimensi-dimensi isu pendidikan vang
dipilih partai politik di dalam platform dan
kampanye partai politik. Secara umum, hasil
penelitian ini dapat memberikan gambaran
tentang kemampuan partai politik dalam
menjalankan fungsinya sebagai media agre-
gasi dan artikulasi kepentingan rakyat, serta
sebagai media pendidikan politik bagi rakyat.

B. Tinjauan Pustaka

Surbakti (1992:116) mendefinisikan
partai politik merupakan kelompok anggota
yang terorganisir secara rapih dan stabil yang
dipersatukan dan dimotivasi dengan idiologi
tertentu dan yang berusaha mencari dan
mempertahankan  kekuasaan  dalam
pemerintahan melalui pemilihan umum guna
melaksanaka alternatif kebijakan publik yang
mereka susun. Fungsi partai politik, yaitu;
pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana
komunikasi politik, sarana sosialisasi dan
pendidikan politik, sarana rekruitmen politik,
dan sebagai sarana peredam dan pengatur
konflik. Platform politik, yakni the party’s un-
derlying value system atau a statement of prin-
ciples, goals, nnd programs developed and sup-
ported by a political party and its candidates
(McNair, Paulson, dalam Suryadi, 2005).

Sedangkan kampanye adalah kampanye
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon




anggota DPR dan DPRD untuk meyakinkan
para pemilih bukan anggota untuk
mendapatkan dukungan sebesar-besarnya,
dengan menawarkan program-program
partai melalui media massa, di ruang terbuka
atau gedung pertemuan pada masa dan
waktu yang ditetapkan oleh KPU. Materi yang
disampaikan di dalam kampanye meliputi
agenda kebijakan yang akan diperjuangkan
dan strategi untuk mewujudkannya.
Adapun isu (publik) adalah “contro-
versial public problems”. Selanjutnya isu
(publik) yang mendapat keprihatinan banvak
orang akan berubah menjadi item agenda
kebijakan (Islamy,2003). Dalam studi
kebijakan, sistem demokratis mengandaikan
bahwa setiap kebijakan publik yang keluar
dari black box sistem politik adalah sebuah
fungsi dari hal-hal yang masuk di dalamnya
(Parsons, 2005 : 127). Dalam pandangan
pluralis, semua pihak bisa mempengaruhi
agenda kebijakan dan partai politik
merupakan komponen pentingnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
analisis isi (content analysis) dan analisis
tekstual. Fokus penelitian ini adalah pemilu
2004, sedangkan subjeknya adalah 6 partai
politik yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP,
PKS dan PAN. Adapun unit analisis
penelitian ini adalah perkataan, pernyataan,
atau kalimat dari dokumen platform dan
berita  kampanye  partai  politik
(Stempel, 1988).

Data dikumpulkan dari dokumen-
dokumen partai yang berkaitan dengan plat-
form partai seperti profil, AD/ART, program
kerja, dan lainnya. Sumber data diperoleh dari
dokumentasi yang dibuat oleh Tim Litbang
Kompas yang bersumber dari KPU. Untuk
memperkuat sekaligus proses re-cliecking data
maka penelitian ini juga menggunakan
informasi dari web site resmi partai politik.
Sedangkan data tentang janji politik selama
masa kampanye 11 Maret hingga 2 April 2004,
dikumpulkan dari sumber Koran Kompas dan
Majalah Mingguan Tempo.

Analisis Isu Pendidikan di o4l Dogmie 2000 (Adfin Sahman. akk)

D.Hasil Dan Pembahasan

Pemilu 2004 diikuti 24 partai politik. Dari
semua parpol peserta pemilu, sebagian parpol
dinggap memiliki asal-usul yang bisa ditelusuri
sampai ke partai angkatan pertama sebelum
tahun 1950an. Sebagian lagi bisa dianggap
memiliki hubungan emosional dengan parpol
terdahulu yang tidak dengan sendirinya
memegang mandat untuk melanjutkan parpol
itu. Selebihnya, sekitar 25% adalah parpol
baru dari angkatan baru dengan pemikiran
politik baru. Jumlah pemilih 148.000.369 dan
jumlah TPS-nya 579.901.

1. Isu-Isu yang Dipilih Partai Politik pada
Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2004

a. [su politik dan Pemerintahan

Secara umum partai politik yang ada
menjual isu pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN. Golkar memilih isu stabilitas
pemerintahan dan isu otonomi daerah.
Golkar juga mengangkat isu otonomi daerah
dengan mengeksploitasi kekurangan-
kekurangan otonomi daerah dan menawar-
kan perbaikan-perbaikannya. PDIP memilih
isu-isu seperti penguatan kedaulatan politik
negara, stabilitas politik, demokratisasi,
optimalisasi pengelolaan potensi daerah,
pemerintahan yang bersih dari KKN,
peningkatkan kesejahteraan pegawai dan
perbaikan sistem pengawasan pegawai
negeri. Sama halnya dengan Golkar, sebagai
partai dengan suara terbesar di Parlemen
sementara ini, stabilitas politik merupakan
isu yang dijanjikan PDIP. PKB memilih isu
demokrasi tanpa korupsi. Isu ini nampaknya
diangkat sebagai respon dan upaya meraih
simpati sebagian masyarakat yang kecewa
terhadap implikasi negatif dari euforia
demokrasi yang ada. PPP memilih isu
penguatan prakarsa pertahanan dan
keamanan swakarsa dari rakyat melalui
wajib bela negara dan pemerintahan yang
berorientasi kerakyatan dan demokrasi. PKS
memilih isu pemerintahan yang bersih dan
peduli pada persoalan rakyat serta isu
kebijakan luar negeri yang berbasis kepada
kepentingan perekonomian nasional. Isu ini
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dipilih untuk merespon kcbosanan dan
rasa frustasi di sebaglan masyarakat
terhadap penvakit korupsi dan kolusi di
pemerintahan. PAN memilih isu menerus-
kan komitmen menyukseskan reformasi
dan penempatan TNI dan Polri di bawah
kontrol pubiik.

b. Isu Ekonomi

Golkar memilih isu stabilitas per-
ekonomian, menekan angka
pengangguran dan PHK, pemberantasan
kemiskinan dan pengembangan ekonomi
rakyat, isu stabilitas perekonomian dipilih
nampaknya memanfaatkan romantisme
sebagian masyarakat terhadap kondisi
perekonomi-an sebelum krisis ekonomi
terjadi di Indonesia, yang mana pada saat
itu Golkar merupakan partai dari refim
yang berkuasa. Sedangkan isu kemiskinan
dan pengangguran merupakan komoditas
politik yang juga penting di dalam
menarik simpati rakyat. PDIP memilih isu
pembenahan ekonomi diantaranya
menjual isu perekonomian yang anti
neoliberalisme. PKB memilih isu
peningkatan pendapatan perkapita.
Sedangkan PPP memilih isu penanganan
yang cepat terhadap krisis. PKS memilih
isu anti utang uar negeri dan penyelesaian
utang luar negeri dalam waktu singkat. Isu
ini dipilih nampaknya untuk merespon
dari keterbatasan kemampuan negara di
dalam pembiayaan pembangunan sebagai
akibat banyaknya alokasi anggaran yang
harus dikeluarkan untuk membayar
hutang luar negeri. Sedangkan PAN
memilih 1su penanganan pengangguran,
penanganan mahalnya harga kebutuhan
pokok serta peningkatan kesejahteraan
rakyat.

¢. Isu Hukum
Yang menarik untuk isu hukum
dalam penelitian tidak ada partai vang
menawarkan program-program kongkrit
pada saat kampanye. PKB dan PAN yang
teridentifikasi mengangkat isu ini hanya
menawarkan program yang umum seperti
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memilih 1su penegakan supremasi hukum
dan penghapusan Surat Bukti
Kewargancgaraan RI. Tidak teridentifikasi
partai yang menawarkan penyelesaian
hukum terhadap para “penjarah” BLBI
yvang merupakan kasus terbesar era
reformasi dan merugikan negara sccara
berkelanjutan. Padahal upaya penegakan
hukum, pemberantasan korupsi dan
reformasi harus segera dituntaskan dalam
rangka memperkuat basis pembangunan
vang bekelanjutan.

d. Isu Sosial Budaya

Di dalam isu ini semua partai men-
jual isu yang sama yaitu pemberantasan
budava KKN. Namun untuk partai-partai
seperti PKB dan PPP selain menjual isu
pemberantasan budaya dan perilaku KKN
juga menjual isu seperti “islam yang sejuk”,
“islam universal” dan pengembangan
budaya lokal untuk pembangunan
kebangsaan. Demikian halnya dengan PKS,
partai ini juga mengangkat isu nasionalisme
di dalam kampanyenya.

e. Isu Kesehatan

Untuk isu kesehatan, dalam
penelitian ini hanya Golkar, PKB dan PAN
yvang teridentifikasi mengangkat isu ini.
Golkar dan PKB memilih isu peningkatan
derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan
PAN memilih isu menaikkan anggaran
kesehatan.

Isu Pertanian dan Lingkungan Hidup

Untuk 1su pertanian dan lingkungan,
dalam penelitian ini hanya Golkar dan
PDIP yang teridentifikasi. Golkar memilih
isu perbaikan sektor pertanian dengan
memperbaiki permasalahan harga pupuk
dan gabah. Sedangkan PDIP memilih isu
penanggulangan kerusakan hutan. Isu ini
nampaknya merespon kasus-kasus
maraknya penjarahan hutan dalam bentuk
pembalakan liar yang mengakibatkan
kerusakan ckosistem di hutan dan
lingkungan sekitar hutan.




g. Pendidikan

Semua partai yang menjadi fokus
kajian mengangkat isu pendidikan baik di
dalam platform politiknya maupun di
dalam kampanye permilu. Secara detil
bagaimana pendidikan diposisikan di
dalam program politik mereka akan
dibahas dalam sub bahasan selanjutnya
(4.2.).

2. Posisi Pendidikan di dalam Isu
Kampanye Partai Politik pada Pemilu 2004

Dari hasil identifikasi seperti diungkap
dalam hasil di atas, dapat dilihat bahwa isu
yang dipilih partai politik sangat beragam.
Dilihat dari keseluruhan isu yang
ditampilkan, pendidikan bukanlah isu
pertama yang menjadi pilihan dari partai
peserta pemilu. Sebagian besar partai
memang menempatkan pendidikan sebagai
isu penting, namun posisi isu pendidikan
secara relatif masih berada di bawah isu
politik, ekonomi dan hukum.

Di dalam kampanvenya tentang
pendidikan, partai mengangkat berbagai isu
seperti Golkar memilih isu peningkatan
anggaran pendidikan dan peningkatan gaji
guru. PKB memilih isu peningkatan derajat
pendidikan masyarakat, pendidikan gratis
untuk orang miskin. PPP memilih isu otonomi
pendidikan di daerah, pendidikan dan krisis
multidimensi, peningkatan anggaran
pendidikan sebesar 40%, peningkatan gaji
guru. PAN memilih isu penanganan
mahalnya ongkos pendidikan dan
peningkatan kualitas pendidikan. Umumnya
isu yang diangkat dalam kampanye terkait
dengan apa yang sudah digariskan di dalam
platform. Hanya Golkar yang tidak nampak
jelas bagaimana sikap sesungguhnya terhadap
bidang pendidikan. Hal ini disebabkan
meskipun di dalam kampanye Golkar
mengangkat isu peningkatan anggaran
pendidikan dan peningkatan gaji guru,
namun Golkar tidak menampilkan secara jelas
program-program tersebut atau program-pro-
gram yang terkait isu pendidikan di dalam
platform politiknya.

Analisis Isu Pendidikan di datam Pemil:i D704 (Arfin Babtiman, dikk)

3. Dimensi Isu Pendidikan yang Dipilih
Partai Politik di dalam Platform dan
Kampanye Pemilu 2004

a. Dimensi Perluasan dan pemerataan kesem-
patan memperoleh pendidikan bermutu.

Isu ini muncul karena masih ter-
dapatnya kendala-kendala pada sebagian
rakyat untuk mendapatkan pendidikan
khususnya pendidikan dasar. Apalagi jika
tuntutannya ditingkatkan pada
ketersediaan pendidikan yang bermutu.
Menyikapi persoalan persoalan ini PDIP
memilih isu wajib belajar gratis sembilan
tahun. PKB memilih isu pemerataan
pendidikan dan pendidikan murah. Isu ini
juga secara konsisten diangkat di dalam
kampanye pada masa pemilu dengan
mengangkat isu Pendidikan Gratis untuk
orang miskin. Sedangkan PPP memilih isu
penuntasan wajib belajar disertai batasan
waktu yaitu dalam lima tahun ke depan;
pembebasan pungutan dana di dalam
pelaksanaan wajib belajar; memperhatikan
anak berprestasi dari keluarga tidak mampu;
mengalakkan pendidikan untuk semua; dan
isu pendidikan seumnur hidup. PKS memilih
isu memperkokoh penyelenggaraan wajib
belajar melalui mobilisasi fasilitas fisik serta
meningkatkan motivasi pendidikan di
kalangan masyarakat. Sedangkan PAN
memilih isu penerapan wajib belajar untuk
semua anak usia sekolah. Kemudian di
dalam masa kampanye pemilu, PAN
mengangkat isu penanganan mahalnya
ongkos pendidikan.

Di dalam isu pemerataan dan
perluasan kesempatan pendidikan titik
tekan isu yang diambil partai politik relatif
seragam, yaitu penuntasan wajib belajar.
Yang menarik adalai isu yang dipilih PPP
yang memberikan indikator waktu di dalam
isu yang mereka sampaikan, vyaitu
penuntasan wajib belajar dalam lima tahun.

b. Dimensi Peningkatan kemam-puan
akademik dan professional serta jaminan
kesejahteraan tenaga kependidikan

Isu kemampuan profesional dan
jaminan kesejahteraan tenaga kepen-
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didikan merupakan isu yang menarik.
Perkara pro-fesionalisme dan kesejahteraan
seringkali diperdebatkan didalam konteks
kausalitas. Sebagian kalangan menganggap
bahwa kesejahteraan akan menciptakan
guru yang profesional, sedangkan sebagian
lagi menganggap bahwa profesionalitas
tidak ditentukan oleh kesejahteraan
bahkan, profesionalitas itulah yang akan
membuat kesejahteraan itu akhirnya
muncul. Menyikapi persoalan ini PDIP
mengangkat isu kesejahteraan guru. PKB
mengangkat isu lebih luas dari sekedar
mengangkat kesejahteraan guru yaitu
peningkatkan kesejahteraan para pendidik
dan pihak-pihak yang terlibat dalam
kegiatan pendidikan. PPP memperjuang-
kan peningkatan kualitas dan kesejahteraan
pendidik. Pada masa kampanye PPP
mengangkat isu peningkatan gaji guru. Isu
ini juga disampaikan Partai Golkar pada
masa kampanye meskipun di dalam
platformnya tidak dijelaskan. Sedangkan
PKS mengangkat isu peningkatan profesio-
nalitas dan integritas guru, serta mening-
katkan penghargaan terhadap guru.

. Pembaharuan dan pemantapan sistem
pendidikan.

Merespon isu ini PDIP mengangkat
isu peningkatan mutu pendidikan, mem-
perbanyak pendidikan kejuruan di tingkat
sekolah menengah dan pendidikan non
formal dalam program “kerja sambil
belajar”. PKB mengangkat isu peningkatan
mutu pendidikan, pembaharuan model
pembelajaran, pemberdayaan penyeleng-
garaan pendidikan, dan isu yang lebih luas
yaitu pembentukan masyarakat beradab.
PPP mengangkat isu mendorong peran
lembaga-lembaga pendidikan yang
menyiapkan SDM berkualitas, pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada masa kampanye PPP mengangkat isu
otonomi pendidikan di daerah, dan
perhatinnya pada pendidikan dikaitkan
denga krisis multidimensi. Sedangkan PKS
mengangkat isu pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sejalan
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dengan kebutuhan industri dan ekonomi.
Adapun PAN mengangkat isu penciptaan
sistem pendidikan yang merangsang
tumbuhnya akhlak yang baik dan
merangsang kemandiria intelektual dan
akademisi serta kreativitas, mendorong
pemanfaatan penyebaran informasi bagi
peningkatan pendidikan di daerah, men-
dorong penelitian ilmiah dan mencegah
penyalahgunaannya yang merusak umat
manusia. Pada masa kampanye PAN
mengangkat isu peningkatan kualitas
pendidikan.

Secara umum semua partai sepakat
perlunya peningkatan mutu sistem
pendidikan. Isu relevansi diangkat oleh
PDIP dan PKS yang menekankan pada
relevansi antara dunia pendidikan dengan
kebutuhan masyarakat dan industri.
Nampaknya kedua partai ini memiliki
pandangan yang lebih pragmatis terhadap
fungsi sistem pendidikan. Namun untuk
PKS mereka juga menekankan pendidikan
sebagai alat menuju pembentukan insan
kamil yaitu manusia yang utuh dan
paripurna. Isu dengan corak humanis
ditampilkan oleh PAN dan PKB yang
mengangkat isu pembangunan sistem
pendidikan yang merangsang tumbuhnya
akhlak yang baik dan pembentukan
masyarakat yang beradab. Namun PKB
dengan lebih jelas mengangkat isu-isu pada
perombakan total terhadap kurikulum
nasional, peningkatan profesionalisme
guru/pengajar, manajemen dan desentra-
lisasi pendidikan, peningkatan mutu sarana
dan prasarana, sampai dengan isu
pengembangan research university.

- Pemberdayaan dan Partisipasi keluarga

dan masyarakat

Isu pemberdayaan dan partisipasi
keluarga dan masyarakat berkembang dari
pemahaman bahwa pendidikan
sesungguhnya bukan semata-mata
tanggungjawab pemerintah. Namun
demikian, isu ini juga tentunya sulit
dilepaskan dengan kecenderungan di
tingkat global seperti yang dinyatakan Dale



(2002) bahwa telah terjadi kecenderungan
dikuranginya peranan pemerintah tetapi
menambah peranan unsur swasta dan
masyarakat untuk membiayai pendidikan
sebagai akibat politik neoliberalisme.
Merespon isu ini, PKB memilih isu
medorong partisipasi masyarakat di dalam
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pengembangan model outsourcing. PKS
memilih isu mobilisasi sarana fisik serta
meningkatkan motivasi pendidikan
dikalangan masyarakat. Adapun PPP,
PDIP dan PAN tidak teridentifikasi pilihan
dan sikap mereka terhadap isu ini,

. Anggaran pendidikan

Isu anggaran pendidikan menjadi
penting ketika amandemen keempat UUD
1945 mencantumkan ketentuan alokasi
anggaran pendidikan sebesar 20% dari
APBN/APBD. Merespon isu ini PDIP
mengangkat isu mendesak pemerintah
untuk meingkatkan anggaran pendidikan.
Golkar, meskipun tidak dijelaskan di dalam
platform politiknya, mengangkat isu
peningkatan anggaran pendidikan pada
masa kampanye pemilu. PKS mengangkat
isu pelaksanaan alokasi anggaran 20%,
bahkan PKS mengembangkan perspektif
yang lebih luas berkaitan dengan perosalan
pembiayaan pendidikan. PKS menawar-
kan pemanfaatan alternatif sumber dana
dengan memanfaatkan royalti dari sektor
pertambangan dan eksplorasi sumber daya
alam dan dana-dana non anggaran yang
bertebaran di beberapa pos strategis. Selain
itu PKS juga menawarkan model
penyelenggaraan pendidikan pola
kerakyatan yang murah dan berkualitas,
berstandard jika pemerintah masih
kesulitan dengan pembiayaan pendidikan.
Adapun PAN mengangkat isu peningkatan
alokasi dana pendidikan untuk
membebaskan peserta didik dari pungutan
yang memberatkan. PKB mengangkat isu
peningkatan anggaran pendidikan 20%-
30% dari APBN. PPP tidak menjelaskan
secara eksplisit dari platformnya yang
membahas tentang isu anggaran, namun

Analisis Isu Pendidikan f

etars Pl 04 (Anifin Rohman, dik)

pada saar kampanve pemiiu, PPP
menyampaikan isu yang sangat bombastis
yaitu peningkatan anggaran pendidikan
sebesar 40%,

4. Inferensi

Surbakti (1992:122) mengklasifikasi-kan
partai politik menjadi tiga tipe, yaitu partai
politik pragmatis, partai politik doktriner, dan
partai politik kepentingan. Jika melihat plat-
form politik vang ditampilkan, sulit untuk
mengklasifikasikan partai-partai yang ada ke
dalam klasifikasi vang dibuat oleh Surbakti
secara ketat. Mereka mempunyai program dan
kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu
doktrin dan idiologi tertentu. Namun
demikian untuk kasus PPP, PKS, PKB dan
PAN, selain menampakkan ciri-ciri partai
pragmatis juga nampak ciri-ciri partai idiologi
islam. Namun demikian dari keempat partai
tersebut hanya PPP dan PKS yang secara
terbuka menyatakan berasaskan islam.

Pemilu 2004 menunjukan sebagian besar
partai politik belum menjalankan fungsinya
secara maksimal. Partai politik masih
menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk
kekuatan (show of forces) ketimbang wahana
penyampaian wacana politik dalam rangka
pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi
ini menunjukan adanya ketidakberfungsian
partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik
sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan
politik tidak berjalan. Peran kampanye sebagai
media untuk membedah platform partai, nam-
paknya tidak terlalu efektif. Peran kampanye
tidak terlaiu penting untuk menaikkan
perolehan suara dan sebatas media konsolidasi
basis dukungan vang sudah ada sebelumnya.
Nampaknya partai politik memahami kondisi
ini. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan
perlikau yang ditunjukkan parpol pada masa
kampanye. Seperti Golkar vang tidak terlalu
agresif melakukan adu program.

Model kampanye yang tidak meng-
utamakan adu program juga dilakukan oleh
PKS. Cara kader PKS menyosialisasi program
partai juga menarik dan beragam. Mereka,
misalnya, memberikan pendidikan kepada
petani dan aktif terjun membantu daerah vang
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sedang tertimpa bencana jauh hari sebelum
masa kampanye pemilu. Lain lagi dengan yang
dilakukan oleh PDIP yang cukup jeli melihat
situasi. Di tengah kritik keras kepada
pemerintah Megawati, PDIP mengangkat
tema kampanye vang ringan dan sederhana:
“Pilih Moncong Putih.” Cara ini terbukti
mampu menanamkan ingatan kepada publik
terhadap pesan iklan moncong putih hanya
dalam waktu tiga pekan kampanye.

Secara umum penelitian ini melihat
keberadaan platform partai politik yang ada
belum berfungsi secara efektif. Peneliti lebih
melihat bahwa ketidakfungsionalan tersebut
disebabkan oleh faktor konstituen sendiri yang
tidak kritis terhadap platform partai. Seba gian
besar konstituen membuat pilihan ketika
pemilu tidak didasarkan atas pertimbangan
pengetahuannya tentang platform partai
tetapi lebih ditentukan oleh alasan-alasan
vang lainnya. Kurang efektifnya platform di
dalam konteks pemilih di Indonesia saat ini
nampaknya disadari betul oleh partai yang
paling berpengalaman yaitu partai Golkar.
Indikator utama penilaian ini adalah dari
kurang tertariknya golkar di dalam menjelas-
kan platform politiknya ke dalam program-
program yang detil sebagaimana dilakukan
oleh partai-partai yang lain. Di dalam plat-
form politiknya hampir semua aspek diklaim
oleh Golkar diperhatiakan dan diperjuangkan,
Namun janji tersebut sengaja tidak dijelaskan
secara kongkrit ke dalam program-program
politik. Hanya pada masa kampanye saja juru
kampanye golkar mengeluarkan janji-janji
politik yang lebih spesifik.

Untuk platform bidang pendidikan,
penelitian ini melihat bahwa secara umum,
partai telah menempatkan bidang pendidikan
sebagai isu penting di dalam pilihan isu
Kampanye. Artinya partai memang
menyadari bahwa pendidikan merupakan isu
yang secara normatif perlu diperjuangkan dan
dianggap penting oleh rakyat schingga
memungkinkan  rakyat memberikan
dukungan suaranya. Namun secara empirik
hal tersebut masih perlu dikritisi. Secara
ideologis, tidak ada partai yang memiliki plat-
form yang berbeda secara fundamental,
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Meskipun demikian kekuiangan dari platfor—
tersebut adalah rasih terlalu umum, sehingga
sulit untuk mengikuti langkah-langkah dari
platform yang akan dijalankan, prioritasnya
apa dan berapa lama periode waktunya.
Namun demikian, dari partai-partai yang ada,
PKB dan PKS nampak memiliki platform
bidang pendidikan yang lebih jelas dibanding-
kan partai lain. Di dalam platformnya mereka
mengurai peta masalah pendidikan, kemudian
menawarkan program-program politiknya.

Baik di dalam platform maupun di
dalam masa kampanye, isu pendidikan
memang digunakan oleh partai politik di
dalam menarik simpati rakyat. Namun
sayangnya, konsistensi dan komitmen partai
untuk menjalankan platform politik tersebut
tidak meyakinkan. Partai politik membuat
platform politik di bidang pendidikan dengan
menunjukkan bahwa mereka akan tampil
melakukan perbaikan dan reformasi pen-
didikan dari kebijakan-kebijakan pendidikan
yang sebelumnya ada. Mercka menjanjikan
perbaikan-perbaikan di masa yang akan
datang padahal pada masa yang sama mereka
memiliki otoritas untuk melakukan perubahan.
Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PKS, dan PAN
merupakan sekumpulan partai pemilik
90,69% kursi di parlemen pada periode 1999-
2004. Mereka memegang peranan diparlemen
dan eksekutif. Kebijakan pendidikan yang
mereka kritik sesungguhnya adalah produk
dari mereka sendiri.

E. Simpulan dan Saran
1. Simpulan

a. Isu-isu yang dipilih partai politik di dalam
kampanye pemilu legislatif 2004 sangat
beragam, setidaknya dapat dikatagorisasi-
kan ke dalam: isu politik dan pemerintahan,
isu ekonomi, isu sosial budaya, isu
keschatan, isu pertanian dan lingkungan
hidup, isu hukum, dan isu pendidikan.
Posisi isu pendidikan berada pada isu
penting kampanye terkait dengan platform
politik mereka yang menempatkan
pendidikan sebagai salah satu agenda yang
secara normatif akan diperjuangkan partai.



b. Dimensi pendidikan yang dipilih partai
polittk menjadi isu di dalam paltform dan
kampanye pada pemilu 2004 dapat dikata-
gorisasikan ke dalam beberapa dimensi
yaitu: perluasan dan pemerataan kesem-
patan memperoleh pendidikan bermutu;
peningkatan kemampuan akademik dan
professional serta jaminan kesejahteraan
tenaga kependidikan; pembaharuan dan
pemantapan sistem pendidikan; pember-
dayaan dan partisipasi keluarga dan
masyarakat; anggaran pendidikan.

c. Sebagian besar partai belum menjelaskan
secara detil strategi pencapaian dan ukuran
keberhasilan dari platform politik yang
mereka janjikan. Partai politik masih
menempatkan kampanye sebagai ajang
unjuk kekuatan (show of forces) ketimbang
wahana membedah program-program di
dalam platform dalam rangka pendidikan
politik bagi masyarakat. Namun demikian,
diantara partai yang ada, PKB dan PKS
memiliki platform pendidikan yang relatif
lebih baik daripada 4 partai lainnnya.

d. Konsistensi partai terhadap platform
politiknya tidak meyakinkan. Pada pemilu

2004, partai-partai yang menjanjikan akan

melakukan perbaikan dan reformasi
pendidikan merupakan pemegang kursi
dominan di parlemen sebelumnya. Dengan
kata lain, untuk meraih dukungan mereka
mengkritik kebijakan yang mereka buat
sendiri untuk kemudian membuat janji-
janji yang baru.

2. Saran

a. Partai politik perlu mengoptimalkan
fungsinya terutama sebagai media pen-
didikan politik yang mencerahkan publik
dengan menggunakan kampanye sebagat
media pembedahan dan akuntabilitas
platform politik yang telah mereka susun.

b. Perlunya upaya penyadaran terhadap
masyarakat untuk lebih bertanggungjawab
menggunakan hak pilihnya sehingga dapat
menciptakan tatanan yang kondusif untuk
memaksa partai konsistens terhadap janji-
janji politiknya. Secara teknis, masyarakat
dapat berpartisipasi menciptakan tatanan

FAUTAIIRI W P o+ e min s

yang kondusif dengan memberikan
apresiasi kepada partai yang baik dan
menghukum partai yang tidak baik dengan
tidak memberikan dukungan pada saat
pemilu.

c. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang

metode yang digunakan partai politik
dalam menyusun platform politiknya. Hal
ini penting untuk mengetahui cara-cara
yang digunakan partai di dalam menjalan-
kan fungsinya melakukan agregasi dan
artikulasi kepentingan rakyat.
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